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KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
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TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG TAHUN 2024
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

;1.

6.

LAMPUNG
Bahwa dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024
antara Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan dengan Kepala Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Lampung.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Karantina lkan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tentang
Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2024 Balai Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor103,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5423);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

92 Tahun 2011;

Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

MEMUTUSKAN



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN

KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR

KINERIA UTAMA PADA BALAI KARANTINA IKAN,PENGENDALIAN MUTU DAN

KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG TAHUN 2024.

Menetapkan Indikator Kinerja (IKU) Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2024 yang Dituangkan Dalam
Perjanjian Kerja (PK) yang disetujui oleh Kepala Badan Karantina lkan dan Mutu
pada setiap awal tahun ;

Indikator Kinerja Utama(lKU) di implementasikankedalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja dan dievaluasi terhadap pencapaian Kinerja yang dilakukan
oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan Kepada Kepala Balai Karantina
lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan diberikan tugas untuk melakukan reviu atas capaian Kinerja Setiap Unit
Kerja yang disajikan dalam laporan kinerja setiap bulan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

1 | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup 10
SK 1.1 | Terselenggaranya UPT Balai KIPM Lampung (sertifikat)
pengendalian dan 2 | Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup 6
pengawasan mutu dan UPT Balai KIPM Lampung_(Lokasi)
keamanan hasil perikanan [ 3 | Monitoring Kesegaran Ikan, Residu Bahan Berbahaya 1
secara profesional dan lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Lokasi)
partisipatif ‘
4 | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan lkan yang 5
menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai
KIPM Lampung (UPI)
5 | Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point 45
(HACCP) lingkup UPT Balai KIPM Lampung (produk )
6 | UPIyang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu 17
dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai
KIPM Lampung (UPI)
Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan
7 | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik 84
SK 2.1 | Terselenggaranya lingkup UPT Balai KIPM Lampung (nilai)
pengendalian dan 8 | Verifikasi penerapan sitem pengendalian (Official
pengawasan sistem Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai 73
perkarantinaan, mutu dan KIPM Lampung
keamanan hasil perikanan | 9 | Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan
secara professional dan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan g0
partisipatif lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP
10 | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan
predikat menuju Wilayah Bebas Kopupsi (WBK) 75
SK 3.1 | Tatakelola Pemerintahan Lingkup Baalai KIPM Lampung (Nilai)
yang baik lingkup 11 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup lingkup UPT Balai 86
BP2MHKP KIPM Lampung (Indeks)
12 | Penilaian Mandiri SAKIP satker lingkup UPT Balai
KIPM Lampung 82
13 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK atas LK 100
lingkup UPT Balai KIPM Lampung (%)
14 | Presentasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup UPT Balai 80
KIPM Lampung (%)
15 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93,76
lingkup UPT Balai KIPM Lampung (Nilai)
16 | Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM 82
Lampung (Nilai) ]




77,8

17 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup
UPT Balai KIPM Lampung (%)

18 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup 1.5
UPT Balai KIPM Lampung (%)

Ditetapkan di : Lampung
Pada Tanggal : @ Januari 2024

/;Kgasa Pengguna Anggaran
,//' L AUBAI ~!P\M Lampung,
4” b. \.

BALAL W\ANHNAL‘A?
PEMGENDALIAN MUTYO
2 \ KEAVANAN HASIL PED
' LAMPUN




